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Skripsi ini membahas tentang pendapatan Pemberi Pinjaman pada Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi informasi (selanjutnya disebut sebagai “LPMUBTI”) yang beroperasi di Indonesiayang
kini mulai menjamur dijadikan lahan investasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
yuridis normatif. Tentunya, hasil dari investasi tersebut berkontribusi pada penambahan kemampuan
ekonomis Pemberi Pinjaman sehingga dapat dijadikan objek pajak penghasilan. Akan tetapi, mengingat
umur kegiatan usaha LPMUBTI yang masih muda, maka peraturan perundang-undangan yang meregulasi
model bisnis tersebut masih sangat minim termasuk pada sektor perpajakan. Hal ini mengakibatkan
banyaknya pendapatan Pemberi Pinjaman tersebut yang luput dari pemungutan pajak dan akan terus
berlanjut sampai ada tindakan konkret tertentu. Oleh karena itu, perlu diadakan kerjasama antara OJK dan
Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan
pendapatan investasi Pemberi Pinjaman pada LPMUBTI agar penghasilan tersebut tidak lagi luput dari
pemungutan pajak.

...... The focus of this study isto analyze the Lenders' Income on peer-to-peer lending operating in Indonesia
which is currently used as a place of investment. The method used in this study isanormative juridical
method. Asit has always been, the acquired income from such investment contributes to the Lenders
economic capabilities and hence it can be subjected to income tax. However, considering the age of peer-to-
peer lending businessisjuvenile, there are only limited law and regulations subject to peer-to-peer lending
including in taxation sector. This results to the amount of Lenders’ income that escapes tax collection and
will continue to happen unless certain concrete action are taken. Therefore, it is necessary to establish
cooperation between FSA and Directorate General of Taxes and/or law in the form of Government
Regulations regarding the income tax on investment income of Lenders at peer-to-peer lending so that those
income is no longer escaped from tax collection.
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